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ABSTRACT 

 

In civil law, collateral agreements such as cessie deeds are important instruments to protect the interests of the 

parties in legal transactions. However, when the security object in the cessie deed expires, questions arise about the 

legal standing of the cessie deed and the rights of the assignee. Fundamental questions include whether the 

transferred lien is still valid and whether the assignee is still entitled to pursue the lien. The legal implications of this 

situation are complex, depending on the terms of the cessie agreement and legal principles such as legal certainty 

and protection of interests. Courts may be faced with the difficult task of interpreting the law and reaching a fair 

decision. The impact extends to lenders, assignees and debtors, who must understand the legal implications to 

manage risk and safeguard their interests in cession transactions. 
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PENDAHULUAN 

Perjanjian jaminan merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi 

kepentingan para pihak dalam transaksi hukum. Salah satu bentuk perjanjian jaminan yang 

umum digunakan adalah akta cessie. Akta cessie merupakan perjanjian yang memungkinkan 

pemberi pinjaman untuk mengalihkan hak tagihannya atas suatu piutang kepada pihak lain 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dengan demikian, pihak penerima pinjaman 

tersebut (debitur) menyetujui bahwa apabila dia gagal melunasi pinjamannya, pihak penerima 

hak tagih (cessionaris) memiliki hak untuk menagih piutang tersebut dari pihak ketiga yang 

menjadi debitur awal. 
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Namun, dalam prakteknya, terdapat situasi di mana objek jaminan yang dipegang oleh 

penerima hak tagih telah melewati masa berlaku yang ditetapkan dalam perjanjian awal. Hal ini 

menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kedudukan akta cessie dan hak-hak yang melekat 

pada penerima hak tagih dalam konteks objek jaminan yang telah kedaluwarsa (Trimulyo, S. 

2017). 

Implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang telah melewati masa 

berlakunya menjadi topik yang penting untuk dipelajari. Pertanyaan mendasar muncul mengenai 

apakah hak tagih yang dialihkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima hak tagih masih tetap 

berlaku setelah masa berlaku jaminan berakhir. Selain itu, apakah penerima hak tagih masih 

memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut dan bagaimana peran hukum dalam mengatur 

situasi semacam ini juga menjadi pertimbangan penting. 

Dalam paparan selanjutnya, akan dibahas secara lebih rinci mengenai implikasi kedudukan 

akta cessie terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlaku, termasuk aspek hukum 

yang terkait dan dampaknya bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan. 

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perjanjian cessie tersebut 

memiliki ketentuan khusus mengenai masa berlakunya. Jika dalam perjanjian cessie tersebut 

disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka secara 

hukum, penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewenang untuk mengejar tagihan setelah masa 

berlaku jaminan tersebut berakhir. Namun, jika perjanjian tidak menyebutkan batas waktu atau 

jika batas waktu tersebut tidak jelas, maka interpretasi hukum menjadi hal yang lebih rumit. 

Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perjanjian jaminan, 

termasuk akta cessie, mengacu pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para 

pihak. Oleh karena itu, walaupun objek jaminan telah melewati masa berlakunya, penerima hak 

tagih mungkin masih memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut jika hal ini dianggap adil dan 

sesuai dengan prinsip keadilan. Faktor-faktor seperti kesetaraan antara para pihak, kepentingan 

yang terlibat, dan tujuan dari perjanjian jaminan juga menjadi pertimbangan penting dalam 

menentukan implikasi hukum dari situasi tersebut. 
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Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa dapat dihadapkan 

pada tugas sulit untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks objek jaminan yang 

telah melewati masa berlakunya. Pengadilan mungkin perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip 

hukum kontraktual, asas keadilan, serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian 

tersebut untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. 

Dampak dari implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang telah melewati 

masa berlakunya juga dapat dirasakan oleh berbagai pihak terkait, termasuk pemberi pinjaman, 

penerima hak tagih, dan debitur. Misalnya, jika penerima hak tagih kehilangan haknya untuk 

mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan berakhir, maka hal ini dapat berdampak pada 

kemampuan pemberi pinjaman untuk mendapatkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. 

Di sisi lain, jika penerima hak tagih masih diberikan hak untuk mengejar tagihan meskipun objek 

jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu 

konflik antara para pihak yang terlibat. 

Dengan demikian, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan, termasuk 

pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur, untuk memahami implikasi hukum dari 

kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya. Hal ini 

dapat membantu para pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola 

risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalam transaksi hukum yang melibatkan 

perjanjian jaminan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan 

menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa kasus faktual. Diantara beberapa 

bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum yuridis-normatif diharapkan hasil 

penelitian ini akan melihat implikasi dari produk hukum tentang akta pengalihan piutang 

(cessie) secara praktis maupun teoritis. 
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PEMBAHASAN 

1.1. Interpretasi Hukum Terhadap Kedudukan Akta Cessie Dalam Konteks Objek 

Jaminan yang Telah Melewati Masa Berlaku 

Interpretasi hukum terhadap kedudukan akta cessie dalam konteks objek jaminan yang telah 

melewati masa berlakunya melibatkan pemahaman yang cermat terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum yang mengatur perjanjian jaminan, prinsip-prinsip keadilan, serta tujuan dari perjanjian 

tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak 

yang terlibat dalam perjanjian cessie setelah objek jaminan melewati masa berlakunya. 

Pertama-tama, interpretasi hukum terhadap akta cessie harus mempertimbangkan ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam perjanjian itu sendiri. Jika perjanjian cessie memiliki ketentuan 

yang jelas mengenai masa berlakunya, maka interpretasi hukum harus mengikuti ketentuan 

tersebut. Misalnya, jika dalam perjanjian cessie disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat 

dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewenang 

untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan tersebut berakhir. 

Namun, dalam situasi di mana perjanjian cessie tidak menyebutkan batas waktu atau jika 

batas waktu tersebut tidak jelas, interpretasi hukum menjadi lebih rumit. Dalam hal ini, 

pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin perlu merujuk pada prinsip-prinsip 

hukum kontraktual, asas-asas keadilan, dan tujuan dari perjanjian jaminan untuk menentukan 

implikasi hukum dari objek jaminan yang telah melewati masa berlakunya. 

Selain itu, interpretasi hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam hukum 

perdata, termasuk prinsip kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak. Oleh 

karena itu, meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa, penerima hak tagih mungkin masih 

memiliki hak untuk mengejar tagihan tersebut jika hal ini dianggap adil dan sesuai dengan 

prinsip keadilan. Faktor-faktor seperti kesetaraan antara para pihak, kepentingan yang terlibat, 

dan tujuan dari perjanjian jaminan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan 

implikasi hukum dari situasi tersebut. 
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Dalam melakukan interpretasi hukum terhadap kedudukan akta cessie dalam konteks objek 

jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa 

perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan berbagai faktor hukum dan 

prinsip-prinsip yang relevan serta adil bagi semua pihak yang terlibat (Ngadi, M. R. F. 2023). . 

Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak-hak para pihak 

dalam transaksi hukum yang melibatkan perjanjian jaminan. 

1.2. Hak Tagih yang Dialihkan Melalui Akta Cessie Masih Memiliki Kekuatan Hukum 

Pertanyaan mengenai apakah hak tagih yang dialihkan melalui akta cessie masih memiliki 

kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwarsa adalah masalah yang kompleks dan sering 

kali menjadi perdebatan dalam lingkup hukum perdata (Simatupang, D. 2020). Dalam menjawab 

pertanyaan ini, beberapa aspek hukum dan prinsip-prinsip yang terlibat harus dipertimbangkan 

secara cermat. 

Pertama-tama, perlu dipertimbangkan apakah perjanjian cessie mengandung ketentuan 

khusus mengenai masa berlakunya objek jaminan. Jika dalam perjanjian cessie tersebut 

disebutkan bahwa hak tagih hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka secara 

hukum, penerima hak tagih mungkin kehilangan wewenangnya untuk mengejar tagihan setelah 

masa berlakunya jaminan tersebut berakhir. Dalam konteks ini, hak tagih yang dialihkan melalui 

akta cessie mungkin kehilangan kekuatan hukumnya setelah objek jaminan kedaluwarsa sesuai 

dengan ketentuan perjanjian (Simatupang, D.,2020). 

Namun, jika perjanjian cessie tidak menyebutkan batas waktu atau jika batas waktu tersebut 

tidak jelas, maka interpretasi hukum menjadi lebih rumit. Dalam beberapa yurisdiksi, prinsip-

prinsip hukum kontraktual dan asas-asas keadilan mungkin menjadi faktor penentu dalam 

menentukan apakah hak tagih yang dialihkan masih memiliki kekuatan hukum setelah objek 

jaminan kedaluwarsa. Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa dapat mengambil 

pendekatan untuk mempertimbangkan keadilan antara para pihak yang terlibat dan tujuan dari 

perjanjian jaminan dalam menentukan implikasi hukumnya. 

Dalam beberapa kasus, hakim atau arbiter mungkin memutuskan bahwa penerima hak tagih 

masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa, 
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terutama jika hal ini dianggap adil dan sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, dalam kasus lain, 

pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin memutuskan bahwa penerima hak 

tagih tidak lagi memiliki hak untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan berakhir. 

Dengan demikian, apakah hak tagih yang dialihkan melalui akta cessie masih memiliki 

kekuatan hukum setelah objek jaminan kedaluwarsa sangat tergantung pada faktor-faktor seperti 

ketentuan perjanjian, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan keputusan pengadilan atau 

lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian cessie untuk memahami implikasi hukum dari situasi di mana objek jaminan telah 

melewati masa berlakunya dan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dalam 

mengelola risiko hukum mereka. 

 

1.3. Implikasi Hukum Terhadap Penerima Hak Tagih Jika Objek Jaminan Telah 

Melewati Masa Berlakunya 

Implikasi hukum terhadap penerima hak tagih jika objek jaminan telah melewati masa 

berlakunya menurut perjanjian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk 

ketentuan yang tercantum dalam perjanjian cessie, hukum yang berlaku, serta keputusan 

pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa (Aprilia, V. 2024). Beberapa implikasi yang 

mungkin timbul dalam konteks ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kehilangan Hak Tagih: Jika perjanjian cessie secara tegas menyatakan bahwa hak tagih 

hanya dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu dan objek jaminan telah melewati 

masa berlakunya, maka penerima hak tagih mungkin kehilangan haknya untuk mengejar 

tagihan tersebut. Dalam hal ini, penerima hak tagih tidak lagi memiliki wewenang hukum 

untuk menuntut pembayaran dari debitur atau pihak ketiga yang menjadi objek jaminan. 

2. Pertimbangan Hukum Kontraktual: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa 

mungkin mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian 

cessie dalam menentukan implikasi hukum terhadap penerima hak tagih. Jika perjanjian 

cessie memiliki ketentuan yang jelas mengenai masa berlakunya objek jaminan, maka 

interpretasi hukum harus mengikuti ketentuan tersebut. 



:: HUKUM BISNIS :: 
Universitas Narotama Surabaya 
Volume 8 Nomor  2,  2024 
 

     EISSN 2460-0105 
 
 

 

1297 

 

3. Asas Keadilan: Asas-asas keadilan dalam hukum perdata juga dapat menjadi 

pertimbangan penting dalam menentukan implikasi hukum terhadap penerima hak tagih. 

Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa mungkin akan mempertimbangkan 

keadilan antara para pihak yang terlibat dalam menentukan apakah penerima hak tagih 

masih memiliki hak untuk mengejar tagihan meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa. 

4. Pengakuan Hukum: Dalam beberapa kasus, pengadilan atau lembaga penyelesaian 

sengketa mungkin memutuskan untuk mengakui hak tagih penerima hak tagih meskipun 

objek jaminan telah melewati masa berlakunya, terutama jika hal ini dianggap adil dan 

sesuai dengan prinsip keadilan. Namun, keputusan ini akan sangat tergantung pada fakta-

fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. 

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap penerima hak tagih jika objek jaminan telah 

melewati masa berlakunya menurut perjanjian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum dan 

prinsip-prinsip yang relevan. Penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian cessie untuk 

memahami implikasi hukum dari situasi ini dan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat 

dalam mengelola risiko hukum mereka. Terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian cessie yang 

mengatur masa berlaku objek jaminan, dan bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi 

implikasi hukumnya (Simatupang, D. (2020). 

Terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian cessie yang mengatur masa berlakunya objek 

jaminan adalah hal yang umum dalam praktik hukum perdata. Ketentuan semacam ini 

dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian, termasuk pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur. Bagaimana ketentuan 

tersebut memengaruhi implikasi hukumnya tergantung pada isinya dan bagaimana ketentuan 

tersebut diinterpretasikan oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa (Rahmadi, R. 

2020) 

Berikut adalah beberapa cara di mana ketentuan khusus mengenai masa berlaku objek jaminan 

dalam perjanjian cessie dapat memengaruhi implikasi hukumnya: 

1. Klarifikasi Hak dan Kewajiban: Ketentuan yang mengatur masa berlaku objek jaminan 

dapat memberikan klarifikasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak selama 
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periode tertentu. Hal ini dapat membantu mencegah ketidakpastian hukum dan potensi 

konflik antara para pihak. 

2. Kehilangan Hak Tagih: Jika dalam perjanjian cessie disebutkan bahwa hak tagih hanya 

dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu, maka penerima hak tagih mungkin 

kehilangan wewenangnya untuk mengejar tagihan setelah masa berlaku jaminan tersebut 

berakhir. Implikasi hukumnya adalah bahwa penerima hak tagih tidak lagi memiliki hak 

untuk menuntut pembayaran dari debitur atau pihak ketiga yang menjadi objek jaminan. 

3. Pertimbangan Pengadilan: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian cessie dalam 

menentukan implikasi hukumnya. Jika ketentuan mengenai masa berlaku objek jaminan 

telah diatur dengan jelas dalam perjanjian, maka pengadilan mungkin akan mengikuti 

interpretasi sesuai dengan ketentuan tersebut. 

4. Prinsip Keadilan: Jika perjanjian cessie tidak mencantumkan ketentuan mengenai masa 

berlaku objek jaminan atau ketentuan tersebut tidak jelas, maka pengadilan atau lembaga 

penyelesaian sengketa mungkin akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam 

menentukan implikasi hukumnya. Hal ini dapat melibatkan pertimbangan terhadap 

kepentingan dan posisi masing-masing pihak serta tujuan dari perjanjian jaminan. 

Dengan demikian, ketentuan khusus dalam perjanjian cessie yang mengatur masa berlaku 

objek jaminan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap implikasi hukumnya. Penting 

bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian cessie untuk memahami secara cermat ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan mempertimbangkan implikasi 

hukumnya dalam mengelola risiko hukum mereka. 

1.4. Pengadilan Atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Menafsirkan dan Menerapkan 

Hukum dalam Kasus Objek Jaminan Yang telah Kadaluarsa Menurut Akta Cessie 

Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam menafsirkan dan 

menerapkan hukum dalam kasus objek jaminan yang telah kedaluwarsa menurut akta cessie. 

Proses ini melibatkan berbagai pertimbangan hukum, fakta-fakta yang relevan, prinsip-prinsip 

keadilan, dan tujuan dari perjanjian jaminan (Iskandar, A. J. 2021).. Berikut adalah beberapa cara 
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di mana pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa menafsirkan dan menerapkan hukum 

dalam kasus semacam ini: 

1. Interpretasi Kontrak: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan memulai 

dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta cessie dengan 

cermat. Mereka akan memeriksa apakah perjanjian cessie mengandung ketentuan khusus 

mengenai masa berlakunya objek jaminan dan bagaimana ketentuan tersebut dapat 

berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak. 

2. Prinsip-prinsip Hukum: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa akan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam menafsirkan kasus objek 

jaminan yang telah kedaluwarsa. Ini termasuk prinsip-prinsip hukum kontraktual, asas-

asas keadilan, dan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata. 

3. Asas Keadilan: Prinsip-prinsip keadilan akan menjadi pertimbangan penting dalam 

memutuskan apakah penerima hak tagih masih memiliki hak untuk mengejar tagihan 

meskipun objek jaminan telah kedaluwarsa. Pengadilan atau lembaga penyelesaian 

sengketa akan mencoba mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat 

dalam kasus tersebut. 

4. Tujuan Perjanjian Jaminan: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa juga akan 

mempertimbangkan tujuan dari perjanjian jaminan yang tercantum dalam akta cessie. Hal 

ini dapat membantu mereka memahami niat para pihak saat membuat perjanjian tersebut 

dan bagaimana implikasi hukumnya dalam konteks objek jaminan yang telah 

kedaluwarsa. 

5. Precedent dan Kasus Serupa: Pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa juga 

mungkin akan merujuk pada putusan sebelumnya dan kasus serupa dalam menentukan 

implikasi hukum dari kasus objek jaminan yang telah kedaluwarsa menurut akta cessie. 

Hal ini dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang konsisten dan 

berdasarkan preseden hukum yang telah ada. 

Dengan demikian, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa memiliki peran penting 

dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus objek jaminan yang telah kedaluwarsa 
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menurut akta cessie. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor hukum dan fakta-fakta 

yang relevan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku 

(AZHARI, T. I. 2023).. 

1.5. Prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat diterapkan dalam 

menentukan hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan 

telah melewati masa berlakunya 

Dalam menentukan hak dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan 

telah melewati masa berlakunya, prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum memainkan 

peran kunci dalam pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Berikut adalah cara di mana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan: 

1. Keadilan Substansial: Prinsip keadilan substansial mengacu pada pencapaian hasil yang 

adil dan sesuai dengan keadilan di antara para pihak yang terlibat. Dalam kasus objek 

jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian 

sengketa akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesetaraan antara para pihak, 

kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah, dan dampaknya terhadap semua 

pihak terkait. 

2. Kepastian Hukum: Prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya memiliki aturan 

yang jelas dan dapat diprediksi dalam menentukan hak dan kewajiban hukum. Dalam 

situasi di mana objek jaminan telah melewati masa berlakunya, penting bagi pengadilan 

atau lembaga penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa keputusan yang mereka 

buat didasarkan pada hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Ini 

membantu menjaga kestabilan dan kepercayaan dalam sistem hukum. 

3. Konsistensi dan Kesetaraan Perlakuan: Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan 

perlakuan mengharuskan para pihak untuk diperlakukan secara adil dan konsisten di 

bawah hukum. Dalam menentukan implikasi hukum dari objek jaminan yang telah 

kedaluwarsa, penting bagi pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk 

memastikan bahwa keputusan yang mereka buat konsisten dengan prinsip-prinsip hukum 

yang berlaku dan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil. 
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4. Keadilan Prosesual: Prinsip keadilan prosesual menekankan pentingnya memberikan 

kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk mengajukan argumen mereka dan 

memberikan bukti dalam proses peradilan atau penyelesaian sengketa. Dalam kasus objek 

jaminan yang telah melewati masa berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian 

sengketa akan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap 

proses hukum dan bahwa proses tersebut berlangsung dengan transparan dan adil. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak 

dan kewajiban pihak terkait dalam situasi di mana objek jaminan telah melewati masa 

berlakunya, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa dapat membantu mencapai 

keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga 

integritas sistem hukum dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan 

baik. 

1.6. Dampak implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang telah 

melewati masa berlakunya terhadap pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan 

debitur 

Implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang telah melewati masa 

berlakunya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberi pinjaman, penerima hak 

tagih, dan debitur. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul bagi setiap pihak: 

1. Pemberi Pinjaman: 

• Kehilangan Jaminan: Jika objek jaminan telah melewati masa berlakunya, 

pemberi pinjaman dapat kehilangan jaminan yang dipegangnya untuk menjamin 

pembayaran pinjaman. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit bagi pemberi 

pinjaman karena mereka tidak lagi memiliki jaminan untuk melindungi pinjaman 

mereka. 

• Peningkatan Risiko Kredit: Tanpa jaminan yang efektif, pemberi pinjaman 

mungkin menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi karena meningkatnya 

kemungkinan gagal bayar oleh debitur. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan 

pemberi pinjaman untuk memperoleh kembali dana yang dipinjamkan. 
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2. Penerima Hak Tagih: 

• Kehilangan Hak Tagih: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan perjanjian 

cessie tidak memperbolehkan penagihan setelah masa berlaku, penerima hak tagih 

mungkin kehilangan haknya untuk mengejar tagihan tersebut. Hal ini dapat 

mengurangi kemampuan penerima hak tagih untuk mendapatkan pembayaran dari 

piutang yang telah dialihkan. 

• Ketidakpastian Hukum: Jika perjanjian cessie tidak jelas mengenai masa 

berlakunya objek jaminan, penerima hak tagih mungkin menghadapi 

ketidakpastian hukum tentang apakah mereka masih memiliki hak untuk mengejar 

tagihan. Hal ini dapat menyebabkan konflik hukum dan memerlukan interpretasi 

oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. 

3. Debitur: 

• Pelepasan dari Tanggung Jawab: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan 

perjanjian cessie tidak memperbolehkan penagihan setelah masa berlaku, debitur 

dapat terbebas dari tanggung jawab untuk membayar piutang kepada penerima 

hak tagih. Namun, jika debitur masih memiliki kewajiban pembayaran meskipun 

objek jaminan telah kedaluwarsa, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan 

keuangan dan stabilitas keuangan debitur. 

• Peningkatan Risiko Hukum: Debitur juga dapat menghadapi peningkatan risiko 

hukum jika penerima hak tagih memutuskan untuk mengejar tagihan meskipun 

objek jaminan telah kedaluwarsa. Hal ini dapat menyebabkan debitur terlibat 

dalam proses hukum yang memakan waktu dan biaya. 

Dengan demikian, dampak implikasi kedudukan akta cessie terhadap objek jaminan yang 

telah melewati masa berlakunya dapat sangat signifikan bagi pemberi pinjaman, penerima hak 

tagih, dan debitur. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami 

implikasi hukum dari situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola 

risiko dan melindungi kepentingan mereka (Sujaka, F. 2022).. 
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1.7. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian jaminan untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan 

mereka dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa 

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan dapat mengambil langkah-langkah tertentu 

untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalam situasi di mana objek 

jaminan telah kedaluwarsa. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan: 

1. Pemeriksaan Perjanjian Cessie: Para pihak dapat memeriksa kembali perjanjian cessie 

untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai masa berlaku objek jaminan telah 

ditetapkan dengan jelas dan memadai. Hal ini dapat membantu mencegah ketidakpastian 

hukum dan konflik di kemudian hari. 

2. Pengaturan Ketentuan yang Jelas: Jika perjanjian cessie belum mencakup ketentuan 

yang jelas mengenai masa berlaku objek jaminan, para pihak dapat mempertimbangkan 

untuk menambahkan ketentuan yang spesifik dalam perjanjian. Hal ini dapat membantu 

menghindari interpretasi yang bervariasi dan memastikan kejelasan mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

3. Peninjauan Kembali Jaminan: Pihak pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan 

untuk meninjau kembali jaminan yang diberikan secara berkala untuk memastikan bahwa 

jaminan tersebut masih relevan dan efektif. Jika objek jaminan telah kedaluwarsa, 

pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan untuk meminta jaminan yang baru untuk 

mengurangi risiko kredit. 

4. Evaluasi Risiko Hukum: Setiap pihak dapat melakukan evaluasi risiko hukum terkait 

dengan objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Hal ini termasuk mempertimbangkan 

implikasi hukum dari situasi tersebut dan mengevaluasi kemungkinan konsekuensi 

hukum yang mungkin timbul. 

5. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Para pihak dapat berkonsultasi dengan ahli hukum 

atau penasehat hukum untuk mendapatkan saran dan panduan mengenai langkah-langkah 

yang tepat untuk diambil dalam mengelola risiko hukum dalam situasi di mana objek 

jaminan telah kedaluwarsa. Ahli hukum dapat memberikan wawasan yang berharga 
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tentang implikasi hukum dari keputusan tertentu dan membantu dalam merancang 

strategi yang efektif. 

6. Negosiasi dan Penyelesaian: Jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan mengenai 

implikasi hukum dari objek jaminan yang telah kedaluwarsa, para pihak dapat mencoba 

untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi atau mediasi. Pendekatan ini 

dapat membantu menghindari proses hukum yang memakan waktu dan biaya serta 

mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak. 

7. Eksplorasi Alternatif: Para pihak juga dapat mengeksplorasi alternatif lain dalam 

mengelola risiko hukum terkait objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Misalnya, mereka 

dapat mencari opsi restrukturisasi pinjaman atau perjanjian lain yang dapat mengurangi 

dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Restrukturisasi ini dapat melibatkan 

negosiasi antara pemberi pinjaman dan debitur untuk menemukan solusi yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak. 

8. Monitoring Kondisi Keuangan: Pemberi pinjaman dapat melakukan pemantauan terus-

menerus terhadap kondisi keuangan debitur dan objek jaminan yang diberikan. Dengan 

memantau kondisi ini, pemberi pinjaman dapat mengidentifikasi risiko potensial yang 

mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. 

9. Pengembalian Jaminan: Jika objek jaminan telah kedaluwarsa dan tidak lagi 

memberikan perlindungan yang memadai bagi pemberi pinjaman, maka pemberi 

pinjaman dapat mempertimbangkan untuk meminta pengembalian jaminan kepada 

debitur. Hal ini dapat melibatkan negosiasi dengan debitur untuk menemukan solusi yang 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

10. Perjanjian Alternatif: Para pihak dapat mengevaluasi opsi perjanjian alternatif yang 

dapat digunakan untuk menggantikan atau melengkapi perjanjian cessie yang telah ada. 

Ini dapat termasuk perjanjian subordinasi atau perjanjian lain yang mengatur hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dalam situasi di mana objek jaminan telah kedaluwarsa. 

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihak dapat lebih proaktif dalam mengelola 

risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka dalam situasi di mana objek jaminan telah 
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kedaluwarsa. Penting untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif antara semua 

pihak yang terlibat guna mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Primsa, B. 

2019).. 

Dengan mengambil langkah-langkah ini, para pihak dapat mengelola risiko hukum dan 

menjaga kepentingan mereka dengan lebih baik dalam situasi di mana objek jaminan telah 

kedaluwarsa. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan hukum, mengurangi ketidakpastian, 

dan meminimalkan potensi konflik di masa mendatang (Krisen, A. J. 2022).. 

 

KESIMPULAN 

Perjanjian jaminan dan akta cessie, penanganan situasi di mana objek jaminan telah 

kedaluwarsa membutuhkan perhatian yang cermat dari semua pihak yang terlibat, termasuk 

pemberi pinjaman, penerima hak tagih, dan debitur. Implikasi hukum dari objek jaminan yang 

kedaluwarsa dapat berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Untuk mengelola risiko hukum dan menjaga kepentingan mereka, langkah-langkah preventif dan 

proaktif harus diambil. Hal ini termasuk pemeriksaan kembali perjanjian cessie untuk 

memastikan ketentuan yang jelas mengenai masa berlaku objek jaminan, pengaturan ketentuan 

yang lebih spesifik jika perlu, serta evaluasi risiko hukum secara menyeluruh. Selain itu, 

berbagai alternatif juga perlu dieksplorasi, seperti restrukturisasi pinjaman, pemantauan kondisi 

keuangan secara berkala, dan peninjauan kembali opsi perjanjian lain yang dapat mengurangi 

dampak dari objek jaminan yang telah kedaluwarsa. Penting juga untuk melibatkan konsultasi 

dengan ahli hukum dan menjalin komunikasi yang baik antara semua pihak untuk mencapai 

solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, dengan pendekatan yang hati-

hati dan kolaboratif, para pihak dapat mengelola risiko hukum dengan lebih efektif dan menjaga 

kepentingan mereka di tengah situasi yang kompleks seperti ini. 
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